WALIKOTA PALEMBANG

FPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR S8 TAHUN 2016
TENTANG

_KEDUDUKJ'EN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat If dan Kota Praja di Sumaiera
Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821}

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5533j;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahumn 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887},

5. Peraturan... @ &
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5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6}.

MEMUTUSKAN:

Menectapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA,
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PALEMBANG

BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kola adalah Kota Palembang,.

2. Pemecriniah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekvetaris Daerah Kota
Palembang.

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas adalah Kota Palembang.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palembang.

8. Sekretaris adalah Sckretaris pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang.

9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palembang,

10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang,

11.8eksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Palembang.

12.Urusan adalah urusan pemerinfahan vang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

13.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Derencana yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

14.Kclompok .Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
vang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

BAB II,

gLy



BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1} Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

{2} Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

(3} Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah,

(4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (3] menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis;

h. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum;

d. pelaksanaan evaluasi dan peilaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

f. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Walikota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

{1} Susunan Organisasi Dinas Pengendaiian Penduduk dan
Keluarga Berencana, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Keuangan: dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
¢. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi:
1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
dan
3. Seksi Data dan Informasi.
d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan  Pendistribusian  Alat
Kontrasepsi;
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
3.8eksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan
Keluarga Berencana.
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e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
membawahi:
1. Seksi Pembemdayaan Keluarga Sejuhters;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan
Lanjut Usia; dan
J. Seksi Bina Ketahanan Remaja,
f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
. Sekst Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi;
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
3.8eksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi
Masyarakat Perkotaan.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yvang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris,

Masing-masing Scksi dipimpin olch Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan petunjuk pclaksanaannya.

Bagian Kedua... .
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1} Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umuin, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Sckretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan
kesekretariatan;

b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta
pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi tata
usaha, kepegawaian, administrai umum, periengkapan,
keuangan scria penyusunan program;

¢. pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas
kesekretariatan;

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasuma dengan instansi
terkait;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

{1} Sub Bagian Umuin dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian;
b. mengeloia administrasi umum dan surat menyurat;
¢. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola administrasi barang, perlcngkapan dan
kendaraan dinas;
e. mengelola urusan ramah tangga, kehumasan dan
keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan
dinas;
melaporkan hasil kerja capaian kinerjg; dan
melaksanakan tugas Kkedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

=0

(2} Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. menvusun rencana program dan kegiatan sub bagian
keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan
penggunaan anggaran,
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan
belanja tidak langsung;
menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan
pembukuan/akuntansi;

anc Tl 5
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g. melaporkan hasil keria capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya,

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelapuran, mempunyai tiugas:

4. menvusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub
bagian perencanaan dan pelaporan;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;

menyusun dokumen perencanaan dinas;

d. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesnai dengan
bidang tugasnya.

-
1

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 7

(1} Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di hidang Pengendalian
Penduduk,

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian
Penduduk;

b. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian
penduduk dan sistem informasi keluarga;

c. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk
dan sistem informasi keluarga;

d. pelaksanaan pemetaan perkiraan {parameter)
pengendalian penduduk;

e. pemberian bimbingan feknis dan fasilitas di bidang
pengendalian penduduk;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan  seksi
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan kebijakan
pengendalian penduduk;

c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosedur terkait pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pengendalian penduduk;

d. melaporkan...
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(1)

(2]

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Scksi  Pemetaan Perkiraan Pengendalian  Penduduk

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

b. melakukan pembinaan dan bimbingan pemetaan
perkiraan pengendalian penduduk;

c. melaksanakan Kkebijakan tcknis, norma, standar dan

proscdur terkait pemetaan perkiraan pengendalian

penduduk;

melaporkan hasil kerja dan capaian kineria; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

o e

Scksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Data
dan Informasi;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan  serta
bimbingan terkait data dan informasi;

c. melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prasedur ferkait data dan informasi;

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 9

Bidang  Keluasrga  Berencana, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Kelnarga
Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}, Bidang Keluarga Berencana mempunyai flungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana;

b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga
Berencana;

c¢. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang
Keluarga Berencana;

d. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur
dan kritcria di bidang Keluarga Berencanas;

e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian
dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencans;

f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;

g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
Keluarga Berencana;

h. pclaksanaan...
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(1)

(2]

(3)

fi.

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Scksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
mempunyai tugas:

a.
b.

G

d.

menyusun rencana program  dan  Kegiatan  seksi
Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
melakukan pembinaan serta bimbingan terkait
pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosedur terkait pengendalian dan pendistribusian alat
kontrasepsi;

melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnysa.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai
tugas:

ia.

b.

d.

menyusun rencana program dan kegiatan scksi
Jaminan Pelayvanan Keluarga Berencana;

melakukan  penviapan bahan pembinaan  serta
bimbingan terkait jaminan pelayanan keluarga
herencana,

melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
proscdur terkait jaminan pelayanan keluarga berencana;
melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga
Berencana mempunyai tugas:

a.

I8

menyusun rencana program dan Kegiatan seksi
Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga
Berencana;

melakokan  penyiapan bahan  pembinaan  seria
himbingan tierkait peningkatan kesertaan keluarga
berencana;

melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar dan
prosedur terkait pembinaan dan peningkatan kesertaan
keluarga berencana;

melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesual dengan
bidang tugasnya.

Bagian Kelima...
AV
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Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Dan Kesgjahteraan Keluarea
Pasal 11

{1} Bidang Ketahanan dan Kesejahieraan Keluarga, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.

{2} Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud pada
avat (1}, Bidang Ketahanan dan Kescjahteraan Keluarga
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Dan
Kescjahteraan Keluarga;

b. perumusan Kkebijakan teknis daerah di bidang
ketahanan dan kesejahteraan kelnarga;

c. pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan
kesejahiteraan keluarga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina
Keluarga Balita;

¢. pelaksanaan  kebijakan teknis daerah  di  bidang
pembinaan ketahanan remaja;

. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina
keluarga lanjut usia dan rentan;

g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di  bidang
pemberdayaan keluarga sejahtera melaiui usaha mikro
keluarga;

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang
kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

k. pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

{1} Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Kcluarga, mempunyai
tugas:

a. menyusun rencana program dan Kegiatan Seksi

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

b. melakukan penyispan bahan pembinaan, bimbingan
dan pelaksanaan kebijakan tcknis, norma, standar,
prosedur dan kriteria pemberdayaan kesejahieraan
keluarga;
melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

ao

{2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut
Usia mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi Bina
Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanjut Usia;

b. rm:‘fa_lrct.i.!;&lﬁj:l.Q| d.
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b. melakukan penyiapan hahan pembinaan, bimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
proscdur dan kriteria pembinaan ketahanan keluargs,
balita, anak dan lansia;

c. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

(3) Seksi Bina Ketahanan Remaja, melaksanakan tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Bina
Ketahanan Remaja;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis Scksi Bina
Ketahanan Eemaija;

¢. melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur pembinaan ketahanan
remaja;

d. meclaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

e. meiaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan

Pasal 13

(1) Bidang Penyuluhan dan Penggcrakan mempunvai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penyuluhan
dan Pengeerakan.

{2] Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai
fungsi:

a. peclaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan dan
Penggerakan

bh. perumusan kebijakan ieknis di bidang penyuluhan,
advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan,
advokasi dan pengeerakan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. pelaksanaan pembherdayaan dan peningkatan peran
serta organisassi kemasyarakatan;

e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
{PKB/PLKB);

f. pemberian bimbingan tcknis dan fasilitasi di bidang
penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14... & \97\!’
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Pasal 14

{1} Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

(K1E}, mempunyai tugas:

4. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi
Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE};

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur serta kriteria pelaksanaan penyuluhan dan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);

c. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnva.

{2} Seksi Advokasi dan Penggerakan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

advokasi dan penggerakan;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan
dan peclaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,
prosedur serte kriteria pelaksanaan advokasi duan
penggerakan;
melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

R0

(3} Scksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat

Perkotaan, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program dan petunjuk teknis Seksi
Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat
Perkotaan;

b. melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
norma, standar, prosedur serta kriteria pendayagunaan
PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Perkotaan;
melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

o o

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur peiaksana teknis
operasional Dinas.

{2} Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

I‘asal't::'.. ?7 &
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Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis

mempiinyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang
operasionalnya; dan

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan

fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan
Walikoia tersendiri.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1} Kelompok Jabatan  Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing.

{2] Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedsalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh scorang tenaga fungsional senior.

{3} Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan/atau seksi yang sesuai dengan butit kegiaian
teknis fungsional.

{4} Kebutuhan tenaga lungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 1O

Pembiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serfa sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20
(1) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau

sehaliknya secara administratif dilaksanakan melalui
Sekretaris.

{2} Kepala Dinas.

(i
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{2} Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib mencrapkan
prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintali Kota serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas
masing-masing.

(3} Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawghannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{4} Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

[5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat

menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BABE VIII
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 21
(1) Efektifitas pelaksanaan tugas dan Fuug:ei Dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksanakan selambat lambatnya pada tanggal
1 Januari 2017,

(2} Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fun*gsi dinas
yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pnsal\%;;}..:g‘ ﬁ,



Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Waliketa ini, Peraturan Walikoia
Palembang Nomeor 31 Tahun 2009 ientang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah' Kota Palembans
BAB 1[I Bagian Kedelapan, dicabui dan dinyatakan tidak
herlake.

Pasul 24

Peraturan Walikotn il rmulai  beriaku  pada  tanggal
diundangkan,.

Agar seliap OFATE mengelahiiinva, memerintahikan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempaiannya
dalamn Berita Daerah Koia Palembang

Diieranian i Palembarnis
pada tanzeal , 20 Rgvember 2016
WALIKOT/ PALEMBANG,

'HARNGJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 poguemer 2016

SERKRETARIS DAERAH
KOTa PALEMBAN

HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA FALEMBANG TAHUN 2015 NUMOR s6
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